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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 1994
TENTANG

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK

Menimbang :

Mengingat

PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, dan untuk lebih memberikan kemudahan
dan kegelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi
kewagjiban perpgakan, khususnya pajak atas penghasilan, serta bagi
aparatur perpgakan dalam melakukan penyuluhan, pembinaan, dan
pengawasan, dipandang perlu mengatur mengena penghitungan
Penghasilan Kena Pgjak dan pelunasan Pgak Penghasilan dalam tahun
berjalan dengan Peraturan Pemerintah;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpgjakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3567);

4. Undang-...
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4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilaa Barang dan Jasa dan Pgak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3264), sebagamana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGHITUNGAN  PENGHASILAN KENA  PAJAK  DAN
PELUNASAN PAJAK  PENGHASILAN DALAM  TAHUN
BERJALAN.

BAB |
BIAYA DAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN

Pasal 1

(1) Pgak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pgjak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali:

a. Pgjak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)
huruf f dan huruf g;

b. Pgak Masukan yang berkenaan dengan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983  sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

(2) Apabila...
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(2) Apabila Pajak Masukan yang boleh dikurangkan dari Penghasilan

bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan sehubungan
dengan perolehan barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari
1 (satu) tahun, maka Pgjak Masukan tersebut harus dikapitalisasi
dan dikurangkan dari penghasilan bruto melalui penyusutan atau

amortisas.

Pasal 2

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pgjak bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto:

a

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang bukan merupakan Objek Pajak;

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang pengenaan paaknya bersifat final yang diatur tersendiri
berdasarkan Pasa 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1994;

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan Pgjak
Penghasilan yang bersifat final;

Pgjak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan,
kecuali Pgjak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat
(1) Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
tidak termasuk dividen, sepanjang Paak Penghasilan dimaksud
ditambahkan sebagal dasar penghitungan untuk pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 26 ayat (1) tersebut.

Pasal 3...
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Pasal 3

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka

keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai

sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.

D)

(2)

Pasal 4

Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pgak yang
bergerak dalam bidang pemborongan bangunan yang proses
penyelesaiannya meliputi  bebergpa tahun pagak dihitung
berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan.

Untuk menghitung penghasilan neto dari laba bruto usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain biaya atau pengeluaran
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, boleh
dikurangkan biaya atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1994.

Pasal 5

Direktur Jenderal Pgjak berwenang untuk menentukan saat pengakuan

penghasilan dan biaya sebagai dasar penghitungan penghasilan bruto bagi
bidang usaha tertentu selain yang diatur dalam Pasal 4.

BAB II...
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BAB I

PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

D)

(2)

3)

(4)

MELALUI PIHAK LAIN

Pasal 6

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang

bersangkutan.

Pemungutan Pgjak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 sebagamana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada saat
pembayaran kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Pemotongan Pgjak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1994 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran

atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada akhir bulan
dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang

bersangkutan.

(5) Pemotongan...



